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”Sesual rapat Ba~
dan Musyawarah,
RUU Ormas gkan di- -
gahkan dan dltetap-”
kan pada ariptna . 2l
Selasa” Kata' Ketua ™ [
Pansus RUUOrmas
A Malik Haramain,

“Senin -, (24/6), di
Kompleks Senayan

Setldaknya ada 98 ormas dari

seluruh  Indonesia yang siap

Mahkamali Konstitust (Korripas,
24/6);" Namun,: Mealik. mengatd:
ke, secara substansi dan redak-
sional; normé dan penjelasan itu
sudah jelas. “Memang kemudian

banyak reaksi dari beberapa LSM
dan ormas. Kami sudah banyak
berkomunikasi dengan mereka,”
ujar Malik,

Merurut Malik, sejurnlah pi-
hal’ Thenganggap. pasal- -pasalnya
représif dan mengancam kebe-
basan bersenkat Beberapa ba-
\glan yang sémipat menjadi per-
debatan adalah asas; syarat, pely
dirian, tingkatan ormas, peny
taran,’ keglatan, pendanaan, is

tilzh pemberdayaan, penyelesa.l—“‘

am sengketa, dan SaDkSL *’Setlap

mempersoalkan  RUU . il ke

ontrol Cenderung O
Jika RUU Ormas Dlsahkan Akan Dluu Materl '

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun penolakan ma- \among thzahons (CDCC) di

syarakat sipil terus’ menguat, Rancangan Undang-
‘Undang: Ormas tetap dibawa ke S1dang Paripurna,
DPR pada Selasa (25/6) ini untuk disefujui penge- -
sahannyaA RUU tersebut dinilaj sebagal kontrol
pemermtah yang cenderung otorlter 3

warga negara tetap
memilild kebebasan
berkmnpul dan ber-
organisasi, kataMa-
lik, ¢
-+ Pasal+ p‘asa] it a-
'ta ‘Malik, sudah di-
: sesuaxLan dan’ di-

ubah agar lebih mho-

‘dera, Pada Bab' 4,
Pasal 9, ada ketentuan ormas
didirikan oleh tiga orang: "Masak
-mendirikan ormas dengan tiga
ang ‘dianggap. Tepiesif Kalau
2l represxf, ormas barus di-
mkan 100 orang ‘atay 11000
orang,” ucapnya.
Namun, DPR dan pemenntah
tetap diminta menghentikan pe-
ngesahan RUU itu demi menye-

lamatkan demokrasi di Tndone-.

sia. RUU Nomor 8 Tahun 1985
tentang OrgamsaSI Kemasyara-
i mkonstltuslonal

dang- Undang Dasar 1945 yang
menjamin kebebasan bersenkat
g da.n berkumpul
Pernyatadt: - it dxtegaskan

i mlah ormgs, Jintas

Tain, Ketua Umum lepman Pu-

st Muhammadiyah . M - Din
Syamsuddin, Sekretaris Fkseku-
if Bidang Diakonia Persekutuan
Gereja-gereja  Indonesia (PGD)
Jeirry © Sumampow, Sekretaris
Komisi Kepemudaan Konferensi
Waligereja  Indonesia (KWD
Yohanes Dwi Harsanto, Koordi-
nator Majelis Agama Buddha De-
wan Pengurns Pisat Perwakdlan
Umat Buddha Indonesia (Wa-
Tuhi) Rusli Tan, dan Ketua Forum
Solidaritas Dunia Isla Dewan
Dacwah - Islamiyah - Indonesia
bII) Zahir Khan,

Menyalahl konstitusi

Menurut pemimpin sejumlah
ormas itu, substansi RUU Ormas
it menyalahi konstitusi, yaitw
UUD1945, terutama Pasal 26 dan.
Pagal 28E Ayat (3). Konstitusi
menegaskan, negara menjantin
kemerdekaan warga negara un-
fuk berserikat, berkumpul, dan
menyatakan pendapat baik lisan
maupen’ tolisan. RUU itu ber-
bahaya karena mempersempit
ruang partisipast warga negara
dalam pembangunan.

_ Dalam rancangan, itu, masya
rakat sipil ditempatkan sehagal
pihak yang dlcungm Kreativitas
masyarakat ijuga , . dikekang,
sementara permklran Jitis ren-
tan dlbungkam. Dengan semuz
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